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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Penelitian ini 

telah dilakukan di Kabupaten Magelang pada tahun 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menyebar kuesioner kepada pelaku UMKM di Kabupaten Magelang. 

 Teknik analisis yang digunakan adalah moderate regression analysys (MRA). 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan PP No. 23 

Tahun 2018 berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 

Kata kunci: pengetahuan perpajakan, PP No. 23 Tahun 2018, kepatuhan membayar pajak 

UMKM. 

ABSTRACT 

This study aims to test whether tax knowledge moderates the effect of implementing PP. 23 of 

2018 on compliance with paying MSME taxes. This research was conducted in Magelang 

Regency in 2020. Data collection was carried out by distributing questionnaires to MSME actors 

in Magelang Regency. 

The analysis technique used was moderate regression analysis (MRA). Based on the results of 

the analysis it is known that knowledge of taxation and the application of PP. 23 of 2018 has a 

significant positive effect on paying MSME tax compliance. 

Keywords: knowledge of taxation, PP. 23 of 2018, compliance to pay MSME taxes. 
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PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi topik bahasan yang menarik karena 

perkembangan UMKM memberi dampak yang sangat positif terhadap perekonomian suatu 

negara. Manfaat yang diterima oleh negara salah satunya adalah penurunan tingkat 

pengangguran, karena dengan banyaknya UMKM yang bermunculan berhubungan positif 

dengan kebutuhan tenaga kerja. Penurunan tingkat pengganguran akan berdampak pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat (Maya dan Yohana, 2018). UMKM merupakan tulang 

punggung perekonomian di Indonesia. Percepatan perkembangan UMKM akan berdampak 

positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta memberi pengaruh yang signifikan terhadap 

kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah. 

Pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM 

pada 1 Juli 2013. Tarif yang dikenakan sebesar 1% dan bersifat final, dihitung berdasarkan 

peredaran bruto. Peredaran bruto tersebut berasal dari wajib pajak yang mempunyai penghasilan 

atau omzetnya dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4,8 milyar. Namun, PP No. 46 Tahun 

2013 tersebut menimbulkan adanya prokontra. Salah satu hal yang menimbulkan kontra, yaitu 

aspek keadilan pada pajak penghasilan menurut PP No. 46 Tahun 2013 termasuk ke dalam pajak 

yang sifatnya final. Padahal pajak final tidak memperhatikan suatu usaha yang dilakukan wajib 

pajak tersebut laba atau rugi. Wajib pajak UMKM banyak mengeluh mengenai  pengenaan tarif 

sebesar 1% dari omzet tersebut. Oleh kareana itu, usulan untuk menurunkan tarif pajak bagi 

pelaku UMKM telah diajukan oleh Presiden Jokowi. Kemudian, pada tanggal 1 Juli 2018 telah 

diterbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2018. 

Pengetahuan perpajakan termasuk salah satu faktor pendorong wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan. Tindakan untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan 

dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi perpajakan. Wawasan dan pengetahuan 
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masyarakat yang masih rendah mengenai perpajakan dapat ditingkatkan dengan sosialisasi 

perpajakan. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang belum menyeluruh kepada setiap wajib pajak 

mengakibatkan rendahnya pengetahuan perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pembayaran 

pajak menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran 

pajak, khususnya di bidang UMKM diperlukan adanya sosialisasi perpajakan agar dapat 

menambah pengetahuan perpajakan bagi pelaku UMKM dan menaikkan tingkat kepatuhan 

pembayaran pajak UMKM. Sosialisasi perpajakan dapat dilaksankan melalui penyuluhan oleh 

Direktorat Jendral Pajak. Menurut Winerungan (2013), program sosialisasi perpajakan yang 

telah dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak antara lain dengan diadakannya pelatihan dan 

seminar, spanduk yang dipasang dengan tema pajak, tayangan iklan layanan masyarakat di 

televisi, dll. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan mengambil judul penelitian “Apakah 

Pengetahuan Perpajakan Memoderasi Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan 

Membayar Pajak UMKM?”. 

 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Normatif 

Awal perkembangan teori akuntansi menciptakan teori normatif dan diartikan sebagai teori yang 

mengharuskan. Menurut Ghozali dan Anis (2007), teori normatif sering disebut sebagai teori a 

priori (dari sebab akibat dan bersifat deduktif). Perumusan teori akuntansi normatif mencapai 

masa kejayaan pada tahun 1950-1960. Namun, pada tahun 1970 teori akuntansi normatif 

mengalami pergeseran karena teori akuntansi normatif tidak lagi dapat diandalkan. Sehingga, 

muncul imbauan untuk menggunakan teori akuntansi dengan pendekatan secara deskriptif 

(Januarti, 2004). 
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Teori Kepatuhan 

Teori kepatuhan (compliance theory) menjelaskan tentang keadaan ketika sesorang mematuhi 

perintah serta aturan yang ada. Kepatuhan perpajakan menjadi tanggung jawab wajib pajak dan 

pemerintah kepada Tuhan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Tahar dan 

Rachman, 2014). Syarat menjadi wajib pajak yang patuh anatara lain: 

a. Surat pemberitahuan disampaikan tepat waktu. 

b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak. 

c. Selama tiga tahun berturut-turut, laporan keuangan yang telah diaudit memiliki pendapat 

wajar tanpa pengecualian. 

d.  Dalam kurun waktu lima tahun terahir tidak pernah dipidana di bidang perpajakan. 

Pajak 

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah bentuk kontribusi yang 

diberikan wajib pajak pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa serta tidak 

medapatkan imbalan yang diperoleh secara langsung.  

Menurut Mardiasmo (2013), pajak dibedakan menjadi dua, antara lain: 

1. Menurut Golongan 

1.1 Pajak langsung, yaitu wajib pajak harus menanggung sendiri pajak yang terutang dan 

tidak boleh dibebankan ke wajib pajak lain. Contoh pajak langsung, yaitu PPh. 

1.2 Pajak tidak langsung, yaitu wajib pajak dapat membebankan pajaknya ke wajib pajak 

lain. Contoh pajak tidak langsung, yaitu PPN. 

2. Menurut Sifat 

2.1 Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subyeknya dengan memperhatikan 

kondisi diri wajib pajak. Contoh pajak subyektif, yaitu PPh. 
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2.2 Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya dan tidak memperhatikan 

kondisi diri wajib pajak. Contoh pajak obyektif, yaitu PPN. 

2.3 Menurut Lembaga Pemungut 

2.3.1 Pajak pusat, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat 

kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak pusat, 

yaitu  PPN, PPh, dan PPNBm. 

2.3.2 Pajak daerah, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah 

kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh pajak 

daerah, yaitu pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dll. 

Sanksi Perpajakan 

Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan ditaatinya peraturan perpajakan (Mardiasmoro, 

2009). Sanksi perpajakan dapat juga diartikan sebagai alat agar peraturan perpajakan tidak 

dilanggar. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Sanksi administrasi, yaitu sanksi berupa denda dan bunga.  

2. Sanksi pidana pajak, yaitu sanksi pajak yang dikenkan jika wajib pajak diketahui secara 

sengaja tidak menyampaikan SPT maka diberikan hukuman pidana.  

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

Tujuan pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah untuk mengganti PP No. 46 

Tahun 2013. Pada PP No. 46 Tahun 2013 UMKM dikenakan tarif PPh final sebesar 1% yang 

dinilai memberatkan bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, tujuan penerbitan PP No. 23 Tahun 

2018 adalah untuk menurunkan tarif PPh final menjadi 0,5%. Penurunan tarif tersebut 

diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM serta dapat 

menambah objek pajak dan juga meningkatkan pendapatan negara dalam sektor pajak. 

Pengetahuan Perpajakan 
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Menurut Notoadmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil yang didapat sesudah adanya 

penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan tersebut dilakukan dengan menggunakan 

panca indra yang dimiliki manusia. Terbentuknya perilaku seseorang salah satunya dengan 

adanya pengetahuan.  

Kepatuhan Perpajakan 

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak mampu 

melaksanakan seluruh hak dan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan seorang wajib pajak dapat 

dibedakan menjadi: 

1. Kepatuhan formal, yaitu kondisi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakan secara 

formal sesuai dengan peraturan undang-undang. 

2. Kepatuhan material, yaitu kondisi wajib pajak yang melaksanakan seluruh ketentuan material 

secara substantif. 

Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM 

Penelitian Taffy (2019) menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kepatuhan UMKM. PP No. 23 Tahun 2018 berisi tentang penurunan 

tarif pajak UMKM. Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM maka diharapkan akan 

semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun terdapat faktor lain yang 

menghambat wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti tingkat 

penghasilan dan umur. Faktor tersebut berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Jika penghasilan yang didapat oleh UMKM tidak 

banyak, maka pelaku UMKM tidak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya meskipun tarif 

pajak sudah diturunkan. Usia wajib pajak juga dapat mempengaruhi tingkat kewajiban 

pembayaran perpajakan. Jika wajib pajak sudah berusia lanjut, maka orang tersebut tidak 
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memahami tentang perpajakan dan mengakibatkan wajib pajak tidak melakukan pembayaran 

pajak. 

  Hasil penelitian di atas berbeda dengan hasil riset yang dilakukan oleh Janani (2019) 

yang menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tersebut 

bertujuan untuk meringankan tarif pajak UMKM, sehingga dengan tarif rendah pelaku UMKM 

diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan    membayar 

pajak UMKM. 

Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap 

kepatuhan membayar pajak UMKM 

Penelitian Rahadi (2014) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan membayar pajak, khususnya pelaku UMKM. Wajib pajak yang paham 

tentang pengetahuan perpajakan akan lebih taat  dalam melakukan pembayaran perpajakan. 

Wajib pajak yang memahami pengetahuan perpajakan telah mengetahui sanksi yang akan 

didapat jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingginya pengetahuan wajib pajak 

tentang perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan.  

  Menurut Susilawati dan Budiartha (2013), kurangnya upaya wajib pajak dalam 

memperhatikan adanya sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan oleh aparat pajak akan 

mengakibatkan kebanyakan wajib pajak  tidak taat dalam membayar pajak. Wajib pajak perlu 

memahami manfaat dan fungsi dalam pembayaran pajak agar lebih taat dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya. 

  Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 
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H2:  Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap 

kepatuhan membayar pajak UMKM. 

 

Rerangka Penelitian 

 

 

METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Wajib pajak yang mempunyai usaha yang omzetnya dibawah Rp.4,8 milyar dalam satu tahun 

merupakan objek dalam penelitian ini, baik yang tidak  memiliki maupun yang memiliki NPWP. 

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Magelang. 

Sampel dan Data Penelitian 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel menggunakan kriteria tetentu yang bertujuan agar data lebih representatif 

(Sugiyono, 2014). Sampel yang dapat dipakai pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang 

memiliki usaha lebih dari tiga tahun dan omzetnya tidak lebih  Rp4,8 milyar dalam satu tahun. 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Menurut 

Hasan (2002), data primer adalah data yang pengumpulannya langsung di lapangan oleh peneliti 

dari sumber informasi. 

Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan untuk memeproleh data primer. 

Responden dari kuesioner tersebut yaitu pelaku UMKM yang memenuhi syarat tertentu. 
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Pengertian kuesioner itu sendiri yaitu teknik dalam memgumpulkan data dengan memberikan 

pertanyaan kepadaan responden secara tertulis. ( Sugiyono, 2015 ). 

Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitataif. Data kuantitatif akan dipakai 

pada penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015), data kuantitatif adalah data yang berbebntuk 

angka. Data kuantitatif pada penelitian ini dihasilkan dari pengisian kuesioner yang ditujukan 

kepada pelaku UMKM yang bersedia menjadi responden. 

 Definisi operasional variabel adalah penjelasan tentang masing-masing variabel dalam 

penelitian. Penelitian ini memakai tiga variabel, yaitu variabel bebas (independen), variabel 

terikat (dependen), dan variabel moderasi. 

Pengetahuan Perpajakan 

Untuk mengukur pengetahuan perpajakan, peneliti menggunakan kuesioner yang diperoleh dari 

Putri dan Isgiyarta (2013) dengan indikator: 

1. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai fungsi pajak. 

2. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai peraturan undang-undang perpajakan. 

3. Pengetahuan seorang wajib pajak mengenai pemungut pajak. 

4. Pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur pembayaran perpajakan. 

Variabel pengetahuan perpajakan diukur berdasarkan nilai rata-rata dengan teknik 

pengukuran skala Likert 5 poin meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju 

(TS), sangat tidak setuju (STS). 

 

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 diukur menggunakan kuesioner yang diperoleh dari Burhan 

(2015) dan Imaniati (2016). Variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 diukur berdasarkan nilai 
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rata-rata dengan teknik pengukuran skala Likert 5 poin yang meliputi sangat setuju (SS), setuju 

(S), netral (N), tidak setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Kepatuhan Membayar Pajak  

Kepatuhan wajib pajak termasuk sifat patuh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang 

berlaku (Binambuni, 2013). Untuk mengukur kepatuhan membayar pajak, peneliti menggunakan 

kuesioner yang diperoleh dari Nurmantu (2003) dengan indikator: 

1. Kepatuhan formal. 

2. Kepatuhan material. 

Variabel kepatuhan membayar pajak diukur berdasarkan nilai rata-rata dengan teknik 

pengukuran skala Likert 5 poin yang meliputi sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak 

setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). 

Analisis Statistik Deskriptif 

Pada Tabel 4.6 ditunjukkan hasil uji analisis statistik deskriptif. 

 

Berdasarkan tabel di atas ditunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif terhadap 

pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 20, nilai 

rata-rata sebesar 18,2 dan deviasi standar sebesar 1,61624. Selanjutnya, hasil analisis deskriptif 

terhadap penerapan PP No. 23 Tahun 2018 menunjukkan nilai minimum sebesar 15, nilai 
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maksimum sebesar 20, nilai rata-rata sebesar 18,82 dan deviasi standar sebesar 1,45251. Untuk 

hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM menunjukkan nilai 

minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 25, nilai rata-rata sebesar 23,1 dan deviasi standar 

sebesar 1,52864. 

Uji Instrumen Data  

Uji Validitas  

 

Pada Tabel 4.7 di atas ditunjukkan hasil uji validitas pengetahuan perpajakan. 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa r hitung > r tabel yang berarti indikator dan 

pernyataan variabel pengetahuan perpajakan dapat dikatakan valid. 

 

Pada Tabel 4.8 di atas ditunjukkan hasil uji validitas penerapan PP No. 23 Tahun 2018. 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa r hitung > r tabel yang berarti indikator dan 

pernyataan variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dapat dikatakan valid.. 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



15 
 

 

Pada Tabel 4.9 di atas ditunjukkan hasil uji validitas kepatuhan membayar pajak UMKM. 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa r hitung > r tabel yang berarti indikator dan 

pernyataan variabel kepatuhan membayar pajak UMKM dapat dikatakan valid. 

Uji Reliabilitas 

 

Pada Tabel 4.10 ditunjukkan hasil dari uji reliabilitas. Apabila Cronbach’s Alpha lebih 

dari 0,6 maka dikatakan reliabel.  

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
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Pada Tabel 4.11 ditunjukkan hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel tersebut, nilai 

signifikansi adalah 0,537. Oleh karena itu, nilai residual dinyatakan berdistribusi normal karena 

0,537 > 0,05 

Uji Multikoleniaritas 

 

Tabel 4.12 tersebut merupakan hasil uji multikoleniaritas. Berdasarkan tabel tersebut, 

ditunjukkan bahwa nilai toleransi 0,978 > 0,10 dan besarnya nilai VIF 1,023 < 10,00. Dari hasil 

tersebut menujukkan tidak terdapat multikoleniaritas. 

 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 
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Pada Tabel 4.13 ditunjukkan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas 

ditunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0,05 dan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Moderate Regression Analysys (MRA) 

 

Pada Tabel 4.14 ditunjukkan hasil dari uji moderate regression analysys. Menurut tabel 

tersebut dapat diperoleh persamaan sebagai berikut: 

Y = -6,897 + 0,667 X1 + 1,773 X2 – 0,045 X1X2 + e 

 

 

 

 

Uji Hipotesis 

Uji F (Simultan) 

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

repository.stieykpn.ac.id 



18 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 

< 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan 

pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan 

membayar pajak UMKM. 

Uji t (Parsial) 

 

 Berdasarkan Tabel 4.16 di atas ditunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel PP No. 

23 Tahun 2018 sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan 

sebesar 0,034 < 0,05. Oleh karena itu,  dapat disimpulkan bahwa variabel PP No. 23 Tahun 2018 

dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. 
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Uji R2 

 

 

Pada Tabel 4.17 ditunjukkan hasil uji R2 senilai 0,804 atau 80,4%. Hal tersebut 

mempunyai arti bahwa sebesar 80,4% kepatuhan membayar pajak UMKM dipengaruhi oleh 

pengetahuan perpajakan dan penerapan PP No. 23 Tahun 2018. Sedangkan sisanya sebanyak 

19,6% disebabkan faktor lain. 

Pembahasan 

Pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Dengan demikian, maka H1 didukung karena nilai signifikansinya kurang dari 

0,05. Karena dengan adanya penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018, maka tingkat keptuhan 

membayar pajak juga semakin meningkat. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana dan Hariri 

(2020) yang menyatakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan membayar pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan penurunan tarif 

menjadi 0,5% dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya karena dinilai lebih meringankan wajib pajak, khususnya UMKM yang memiliki 

omzet kurang dari 4,8 milyar dalam satu tahun. 
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Pengetahuan perpajakan memoderasi pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap 

kepatuhan membayar pajak UMKM 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,034 < 0,05. Nilai signifikansi pada perkalian antara pengetahuan perpajakan dengan 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,012 < 0,05. Dengan demikian, maka H2 

didukung karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak 

mengenai perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pembayaran pajak. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Rahadi (2014) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar 

pajak, khususnya pelaku UMKM. Hasil tersebut berarti pengetahuan perpajakan dapat 

memperkuat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak 

yang memahami pengetahuan perpajakan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya karena telah mengetahui sanksi yang akan didapat jika tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka 

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis “apakah pengetahuan perpajakan memoderasi 

pengaruh PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM”. Berdasarkan 

analisis hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa: 
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1. PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak 

UMKM. Adanya penurunan tarif pada PP No. 23 Tahun 2018 dari 1% menjadi 0,5% dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, khususnya pelaku 

UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan PP No. 23 Tahun 2018 

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM didukung.  

2. Pengetahuan di bidang perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan 

membayar pajak UMKM. Meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, dapat juga 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar 

pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang berbunyi pengetahuan perpajakan mempunyai 

pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM didukung. 

Saran 

Dengan adanya keterbatasan, peneliti memberi saran supaya dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya antara lain: 

1. Peneliti berikutnya perlu memperluas responden agar dapat diperoleh data yang lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya perlu memperluas wilayah penelitian. 
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